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KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
                                   NOMOR 05..............................

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS BADAN.../DINAS.../BIRO...
PROVINSI BANTEN 

GUBERNUR BANTEN,

	Menimbang
	:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Banten; (Sesuaikan dengan kebutuhan)
BILA KEPGUB GUGUS TUGAS BUKAN MERUPAKAN DELEGASI AMANAT LANGSUNG DARI SUATU PASAL PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN BISA MENCANTUMKAN POINT huruf a, b, c. JIKA ADA CUKUP 1 (SATU) MENIMBANG SAJA.

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
BISA DITAMBAHKAN PERATURAN YANG MENDELEGASIKAN/MENGAMANATKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERHADAP PENETAPAN KEPUTUSAN  tersebut.., (TIDAK PERLU TERLALU BANYAK)………..


	Memperhatikan
	:
	1. Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2025;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Banten Nomor NP.02.03/268-36/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 hal Permohonan Rancangan Surat Keputusan Gubernur Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;


	Dalam Memperhatikan ... bisa ditambahkan SURAT ATAU DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PENETAPAN KEPGUB.......;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Gugus Tugas Badan.../Dinas.../Biro... Provinsi Banten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. (sesuaikan dengan banyaknya jumlah Tim)
KEDUA	:	Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria yang terintegrasi dengan program dan kegiatan dari perangkat daerah;
b. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset di tingkat Provinsi Banten; 
c. memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di tingkat Provinsi Banten;
d. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Provinsi Banten;
e. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Provinsi Banten;
f. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Pelaksana Percepatan Reforma Agraria;
g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria di tingkat Provinsi Banten;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria kabupaten/kota; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
KETIGA	:	Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah, dan Panglima Komandan Daerah Militer/Komandan Resort Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Banten.
KEEMPAT	:	Biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (bila ada biaya yang dikeluarkan)
KELIMA	:	Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2024 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Banten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM	:	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal, .............
GUBERNUR BANTEN,

      .....................	           
Tembusan : (bila perlu)
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten;
6. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten;
7. Panglima Komandan Daerah Militer Provinsi Banten;
8. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Banten;
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
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SUSUNAN KEANGGOTAAN
 GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI BANTEN


	Ketua
	:
	Gubernur Banten.

	Wakil Ketua
	:
	Wakil  Gubernur Banten.

	Ketua Pelaksana Harian
	:
	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten.

	Sekretaris
	:
	Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

	Tim Teknis
	:
	a. Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber  Tanah Objek Reforma Agraria:
1. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Provinsi Banten;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
6. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;

7. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten.

	
	
	b. Tim Teknis Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria:
1. Kepala Kepolisian Daerah Banten;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten;
3. Komandan Komando Resort Militer 064/Maulana Yusuf;
4. Kepala Biro	Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
6. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta;
7. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten.

	
	
	c. Tim Teknis Penataan Akses:
1. Asisten Pembangunan, Perekomonian dan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten;
4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
6. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.




GUBERNUR BANTEN,

ttd


ANDRA SONI
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